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Abstract

Based on data obtained from the Land and Spatial Planning Agency of Kutai Kartanegara Regency,
there have been 131 land conflicts from 2009 to 2024. The problem arises from the chaotic nature of
land ownership data, resulting in many cases of community land being taken over by companies with
land use rights. One of the efforts of the Kutai Kartanegara Regency Government to help reduce land
conflicts is to utilize information technology, which is implemented by village officials to organize the
chaotic land ownership data. The purpose of this study is to examine the application of
communication strategies using information technology to support the reduction of land conflicts by
regulating land rights in Kutai Kartanegara Regency. This study uses a qualitative case study
approach. Data collection was conducted through in-depth interviews with several informants,
namely consultants and staff from the Kutai Kartanegara Regency Land and Spatial Planning Agency
who handle land conflicts. The results of the study show that communication strategies in the use of
information technology can contribute to reducing land conflicts by increasing the amount of
community land registered by village officials through its implementation.
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Abstrak

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai
Kartanegara, telah terjadi 131 konflik pertanahan yaitu sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2024.
Permasalahan yang terjadi dikarena semrawutnya data penguasaan tanah sehingga banyak
penguasaan tanah masyarakat oleh perusahaan pemilik Hak Guna Usaha terhadap tanah masyarakat.
Salah satu usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mendukung menurunkan
konflik pertanahan adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang dilaksanakan oleh
petugas desa untuk membenahi data penguasaan tanah yang semrawut. Tujuan penelitian ini adalah
untuk melihat penerapan strategi komunikasi dengan teknologi informasi untuk mendukung
menurunkan konflik pertanahan, dengan menertibkan hak tanah yang ada di Kabupaten Kutai
Kartanegara. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif jenis studi kasus.
Pengambilan data dilakukan dengan interview mendalam dengan beberapa informan yaitu beberapa
pihak konsultan dan staff Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara yang
menangani konflik pertanahan. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa strategi komunikasi dalam
pemanfaatan teknologi informasi dapat berkontribusi dalam menurunkan konflik pertanahan dengan
bertambahnya tanah masyarakat yang terdaftar oleh petugas desa dengan menerapkannya.

Kata kunci: konflik pertanahan, strategi komunikasi, teori difusi inovasi

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menyebabkan tekanan terhadap lahan, dan hal ini
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menjadi faktor utama pemicu sengketa pertanahan. Pembangunan yang pesat dan dinamis di suatu
daerah dapat mengakibatkan perubahan tata guna lahan. Proyek-proyek infrastruktur atau perumahan
seringkali memicu konflik terkait kepemilikan dan penggunaan tanah, terutama jika terdapat
ketidakjelasan legalitas atau klaim yang saling bersaing. Sengketa pertanahan seringkali muncul
sebagai dampak dari kebijakan atau keputusan pejabat publik, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Keputusan terkait peruntukan tanah, pengalihan status tanah, atau pemberian izin usaha dapat menjadi
sumber perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.

Konflik pertanahan yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara telah terjadi sejak tahun
2009 sampai dengan tahun 2024 dengan jumlah kejadian sebanyak 131 kasus. Konflik ini dapat
berupa konflik antar warga dengan perusahaan. Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
melalui Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) diberi tugas dalam membenahi konflik
pertanahan yang sering terjadi. Beberapa usaha yang telah dilakukan olen DPPR diantaranya,
pada tahun 2024 lalu telah melakukan pendataan terhadap kasus konflik pertanahan, dan pada
tahun 2025 ini melakukan pendataan Surat Keterangan Perdaftaran Tanah (SKPT), melakukan
pemodelan untuk memprediksi konflik pertanahan dan mencari faktor-faktor penyebabnya,
membuat sistem untuk mendukung pendataan SKPT dan sistem pengaduan sengketa pertanahan.
Dan diharapkan pada tahun 2026 nanti dan tahun selanjutnya, sistem-sistem ini dapat membantu
Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menurunkan konflik pertanahan, dengan semakin tertibnya
SKPT. Penertiban SKPT akan terkait dengan tanah masyarakat yang belum ada sertifikatnya.
Dalam rangka pengurangan konflik tanah, tentunya semua jenis hak tanah yang ada di Kabupaten
Kutai Kartanegara harus ditertibkan termasuk Hak Guna Usaha (HGU) yang banyak diusahakan
perusahaan atau investor. Termasuk tanah yang merupakan aset pemerintah, karena ada sengketa
yang terjadi dikarenakan sekolah yang merupakan aset pemerintah daerah masih menggunakan
tanah warga.

Permasalahan yang muncul yaitu konflik tanah, dikarenakan belum adanya ketegasan batas
tanah warga, tanah perusahaan dan pemerintah sebagai mediator, tidak mengkomunikasikan
berbagai pihak. Dan banyak konflik terjadi secara tiba-tiba, padahal pemberian status tanah antar
warga dan perusahaan, sudah terjadi sebelumnya dan hal seperti ini tidak ada kesepakatannya,
atau sering terjadi secara sepihak. Konflik pertanahan, penelitian pada konflik pertanahan yang
terjadi antara masyarakat pertanian di Desa Lubuk Mandarsah dengan sebuah perusahaan kayu yaitu
PT Wira Karya Sakti, dipicu oleh adanya rasa kepemilikan. Kedua kelompok tersebut berupaya
memperkuat kelompok mereka untuk mempertahankan hak atas tanah. Penyelesaian cara mediasi
berisikan keputusan mengenai pengembalian tanah oleh pihak perusahaan dan secara penuh tanah itu
merupakan milik masyarakat [1].

DPPR dalam rangka menyiapkan solusi untuk meredakan konflik yang berlarut-larut sejak
tahun 2019 dan masih sering terjadi sampai tahun 2024 kemarin, menggunakan bantuan teknologi
informasi dan pendataan. Untuk melengkapi solusinya, akan menerapkan strategi komunikasi
yang didukung solusi dengan teknologi dan pendataan dan diharapkan solusi pertama dengan
adanya solusi tambahan strategi komunikasi akan makin meminimalkan konflik sengketa tanah
karena mengupayakan solusi dari aspek pendekatan sosial untuk menjelaskan pertanahan,
menerima hasil teknologi dan pendataaan dan aturan pertanahan yang berlaku.

Strategi komunikasi merupakan kombinasi terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari
komunikator dalam hal ini Kepala Seksi yang menangani konflik pertanahan dari DPPR, pesan, media
yang digunakan, penerima dalam hal ini semua petugas desa, dan efek yang dirancang untuk mencapai
tujuan komunikasi yang optimal [2]. Strategi komunikasi juga merupakan perencanaan dan
manajemen untuk mencapai tujuan yaitu agar semua petugas desa dapat melakukan pendaftaran tanah
masyarakat. Tahapan dalam strategi komunikasi terdiri dari perencanaan strategi untuk mencapai
tujuan, implementasi dan evaluasi strategi untuk mengukur dalam penetapan tujuan yaitu terdaftarnya
semua tanah masyarakat [2].

Teori difusi inovasi (Diffusion of Innovative) dari Rogers dan Shoemaker (1971), menjelaskan
bagaimana, mengapa, dan pada tingkat berapa ide dan teknologi baru menyebar melalui suatu
populasi. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi suatu inovasi mengikuti pola yang dapat diprediksi,
bergerak melalui berbagai kategori pengadopsi dari waktu ke waktu. Teori ini, yang dipopulerkan oleh
Everett Rogers, relevan dengan berbagai bidang, termasuk pemasaran, kesehatan masyarakat, dan
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adopsi teknologi. Teori difusi inovasi Everett Rogers menjelaskan bagaimana, melalui saluran
komunikasi tertentu, suatu inovasi menyebar dalam suatu sistem sosial (kelompok atau organisasi) dari
waktu ke waktu [3]. Inovasi sistem informasi adalah inovasi dalam bidang teknologi komunikasi
dan digital serta aplikasinya [4].

Penelitian sebelumnya terkait konflik pertanahan, penelitian pada konflik pertanahan yang terjadi
antara masyarakat pertanian di Desa Lubuk Mandarsah dengan sebuah perusahaan kayu yaitu PT Wira
Karya Sakti, dipicu oleh adanya rasa kepemilikan. Kedua kelompok tersebut berupaya memperkuat
kelompok mereka untuk mempertahankan hak atas tanah. Penyelesaian cara mediasi berisikan
keputusan mengenai pengembalian tanah oleh pihak perusahaan dan secara penuh tanah itu merupakan
milik masyarakat [1]. Sedangkan penelitian-penelitian sebelumnya yang menerapkan difusi inovasi
adalah kegiatan difusi inovasi memanfaatkan teknologi digital berupa Sistem Administrasi Desa
Wanagiri dan website untuk pelayanan administrasi pemerintahan desa di Desa Wanagiri, Kecamatan
Saketi [5], peningkatan kinerja UMKM [6], meningkatkan partisipasi dan kepercayaan warga terhadap
proses pemilu di wilayah kerja Dubai [7], pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di Kecamatan
Dolopo [8], edukasi dan sosialisasi pemanfaatan pengelolaan sampah organik dengan konsep eco
enzym di RW 10 Meruya Utara [9], meningkatkan perekonomian keluarga di Kelurahan Paninggilan
Ciledug [10], pemanfaatan fitur wirausaha online pada tokopedia.com untuk peningkatan penghasilan
rumah tangga [11], memperkuat peran pelayanan kesehatan Puskesmas Purbaratu [12]. Difusi inovasi
juga telah dilakukan oleh TaniHub memungkinkan petani menjual hasil panen secara langsung ke
konsumen [13]. O’Kimbab, sebuah usaha kuliner kreatif yang mengadopsi nilai-nilai gaya hidup sehat
dan budaya Korea dalam bentuk makanan praktis berbasis kimbab [14].

Alasan penulis memilih penelitian untuk kasus ini, dikarenakan banyaknya konflik
pertanahan yang terjadi akibat belum tertibnya pertanahan di Kabupaten Kutai Kartanegara,
seperti: banyaknya persinggungan batas HGU dengan tanah masyarakat. Karena hal ini pihak
perusahaan perkebunan sawit kemudian menguasai tanah masyarakat dan masyarakat merasa
dirugikan sehingga terjadi konflik. Dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dapat dicegah
dengan menertibkan tanah masyarakat sehingga pihak perusahaan tidak dapat menguasai tanah
yang statusnya sudah jelas. Pihak dinas untuk mendorong petugas desa menertibkan tanah
masyarakat memerlukan strategi komunikasi sehingga petugas desa dapat bersama-sama
menggunakan Teknologi Informasi. Hal ini menguntungkan pihak dinas dalam mengawasi
penguasaan tanah masyarakat oleh perusahaan sawit.

Selain itu penulis ingin menerapkan strategi komunikasi yang berhasil mengatasi
permasalahan komunikasi diantara masyarakat dan pemerintah daerah. Keberhasilan penerapan
strategi ini, seperti terlihat pada kegiatan difusi inovasi memanfaatkan teknologi digital berupa
Sistem Administrasi Desa Wanagiri dan website untuk pelayanan administrasi pemerintahan desa di
Desa Wanagiri, Kecamatan Saketi [5], membantu meningkatkan perekonomian keluarga di Kelurahan
Paninggilan Ciledug [10], memperkuat peran pelayanan kesehatan Puskesmas Purbaratu [12].

Penelitian ini mempunyai kebaruan pada penerapan strategi komunikasi dalam pemanfaatan
Teknologi Informasi sehingga dengan komunikasi yang efektif antara dinas dengan petugas desa,
teknologi dapat diterapkan membantu mempercepat penerbitan hak-hak atas tanah.

Pertanyaan penelitian ini adalah: 1). Apakah strategi komunikasi dalam penerapan teknologi
informasi dapat berkontribusi menurunkan konflik pertanahan di Kabupaten Kutai Kartanegara?
2). Apakah teknologi informasi yang dirancang bisa mengatasi kesemrawutan data penguasaan
tanah sebagai penyebab konflik pertanahan? 3). Bagaimana penerimaan pemangku kepentingan
terhadap teknologi informasi tersebut? 4). Apakah penerapan strategi komunikasi dengan
penerapan teknologi informasi berhasil berkontribusi dalam menurunkan konflik pertanahan?
Pertanyaan penelitian ini dijadikan acuan untuk melakukan penelitian bagaimana menerapkan
strategi komunikasi dapat diterapkan menciptakan komunikasi yang efektif sehingga dapat
berkontribusi dalam menurunkan konflik pertanahan yang sering terjadi di Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari formula dari strategi komunikasi dengan
menerapkan teknologi informasi yang dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan. Strategi
komunikasi efektif dalam penerapan teknologi informasi oleh semua pemangku kepentingan
sampai tingkat desa akan mempercepat menertibkan data penguasaan tanah, sehingga dapat
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berkontribusi dalam menurunkan konflik pertanahan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif jenis studi kasus untuk meneliti proses
difusi inovasi yang dilakukan DPPR Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian jenis studi kasus akan
fokus pada kasus yaitu keadaan serta penyebab terjadinya kasus [15]. Penelitian studi kasus dilakukan
mengeksplorasi mendalam pada lingkup terbatas, pengumpulan data yang mudah Diakses [15].
Penelitian studi kasus dipilih karena penulis terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan dalam rangka
pengentasan konflik di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan banyak berinteraksi dengan pihak dinas dan
pihak konsultan yang terlibat. Sehingga penulis dapat menggali informasi dari banyak informan dan
mendapatkan informasi dari sumber lainnya. Diharapkan formulasi yang didapat dapat diterapkan juga
di tempat lain, dengan penelitian ini penulis ingin lebih mengetahui keadaan di lapangan dan solusi
yang dapat diberikan dengan strategi komunikasi.

Tahapan penelitian dimulai dari mengidentifikasi permasalahan, studi literatur, pengumpulan
data, pengolahan data, analisis data dan mengambil kesimpulan dari penelitian berdasarkan temuan.
Adapun kesimpulan dari penelitian berdasarkan hasil penerapan strategi komunikasi yang sudah
dilaksanakan.

Sumber data atau informan dalam penelitian ini tiga konsultan pendataan tahun 2025, dua
konsultan kajian pertanahan pada tahun 2024, dan beberapa staf dari bagian bidang di DPPR yang
menangani konflik pertanahan. Teknik pengumpulan data dilakukan secara interview mendalam
dengan para informan. Uji validasi terhadap data menggunakan teknik triangulasi data dengan staf
lainnya yang tidak terlibat dalam kegiatan yang berguna untuk mendapatkan sudut pandang tambahan
[16]. Analisis data dilakukan dengan melakukan analisis terhadap indikator dari gaya komunikasi
kepemimpinan. Tahapan analisis data, yaitu: mulai dari pengumpulan data, kondensasi data,
mereduksi data, menyajikan data dan terakhir mengambil kesimpulan. Miles dan Huberman
menyebutkan bahwa analisis data adalah tahapan yang dijalankan secara interaktif dan akan berjalan
secara terus menerus sampai tuntas dimana keadaan data sudah jenuh [17]. Analisis data dilakukan
untuk mendapatkan data yang valid yang selanjutnya akan digunakan dalam tahap strategi komunikasi.
Teknologi digunakan untuk mengelola dan memproses data pertanahan sehingga menjadi rapih, tertib
dan sesuai di lapangan. Penurunan konflik dapat dihindari dengan melihat data yang representasi dari
lapangan yang menunjukkan status tanahnya belum jelas. Kondisi seperti ini yang berpotensi
terjadinya konflik sehingga data hak atas tanah harus ditegaskan melalui pendataan baru dan perapian
data atributnya. Data atribut yang dimaksud seperti pemilik, luas tanah, asal usul tanah dan
seterusnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi komunikasi dengan menerapkan difusi inovasi dengan memanfaatkan Teknologi
Informasi, dalam perencanaan ditentukan target yang akan akan dicapai yaitu dimulai dari penyiapan
Teknologi Informasi, rencana pelaksanaan bimbingan teknis, pendaftaran tanah masyarakat oleh
petugas desa, dan menurunkan konflik pertanahan.

3.1 Konflik Pertanahan di Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan data dari informan, awal mula terjadinya konflik adalah pembangunan daerah di
Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengundang investor dalam bidang perkebunan kelapa sawit.
Pemerintah membuka pintu bagi investor kelapa sawit sehingga berjalan program penerbitan HGU
besar-besaran di Kabupaten Kutai Kartanegara. Akan tetapi, penerbitan hak HGU ini tidak dibarengin
dengan kesiapan daerah dengan kondisi administrasi pertanahan yang tertib. Sebagai akibatnya,
banyak tanah masyarakat yang belum bersertifikat tumpang tindih dengan HGU, atau banyak terdapat
tanah tidak bertuan sebagai akibat pemetaan yang salah yang dikemudian hari diakui secara sepihak
oleh pihak-pihak tertentu, dapat berupa masyarakat atau perusahaan.

Peran teknologi informasi adalah untuk merapihkan kembali hak-hak atas atas yang disepakati
semua pihak. Untuk mencapai kearah tersebut, teknologi informasi akan digunakan untuk membantu
mempercepat mendata tanah. Aktivitas ini akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan
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memperdayaan petugas yang ada di kantor desa. Yang sudah berjalan, pihak dinas melakukan
pengumpulan data yang ada dan harus diolah dengan bantuan alat teknologi informasi. Data yang
diintegrasikan dengan alat teknologi informasi ini akan disebarkan kembali ke masing-masing desa,
untuk melengkapi data pertanahan.

3.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi Informasi yang diterapkan oleh DPPR Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan
digunakan untuk membantu menurunkan konflik pertanahan terdiri dari: (1) pendataan konflik
pertanahan, (2) sistem prediksi konflik pertanahan, (3) database pertanahan, (4) sistem pengaduan
berbasis mobile, dan (5) pendataan SKPT dan hak atas tanah lainnya. Sistem dirancang untuk saling
mendukung dalam menurunkan konflik pertanahan di Kabupaten Kutai kartanegara.

Teknologi informasi yang dibangun, masyarakat sebagai pemohon dapat mengajukan SKPT
melalui petugas desa. Petugas desa akan menginput permohonan kemudian dikirim ke petugas
kecamatan untuk divalidasi. Setelah divalidasi oleh petugas kecamatan, diteruskan ke dinas sehingga
masuk ke database dinas. Data ini sebagai bahan monitoring untuk mengurangi konflik pertanahan.

Berdasarkan informasi dinas, selama ini yang melakukan pendataan SKPT dilakukan di tingkat
desa dan itu pun terjadi karena masyarakat ada kebutuhan misalnya akan melakukan jual beli tanah.
Sehingga di masing-masing desa, daftar SKPT yang terdaftar tidak seluruh tanah yang ada di desa.
Data ini tidak disampaikan ke kantor kecamatan, sehingga jika terjadi konflik pertanahan pihak dinas
kesulitan mengumpulkan data tanah yang sedang konflik. Lebih parahnya lagi, sering terjadi untuk
data SKPT untuk yang sedang konflik ini belum terdaftar di desa, sehingga jika sedang terjadi konflik
pihak dinas akan kesulitan dalam mengambil keputusan. Untuk berkontribusi dalam mencegah konflik
pertanahan yaitu dalam menertibkan data pertanahan, sistem ini dibuat dan dari awal pihak dinas dapat
mengantisipasi konflik dengan memonitor data SKPT yang ada di desa-desa. Sistem ini akan
diterapkan di seluruh pemangku kepentingan sampai desa dan dengan harapan dapat membantu
mempercepat menertibkan penguasaaan tanah. Sehingga diperlukan strategi komunikasi agar sistem
ini dapat digunakan dan dengan semakin cepat penertiban penguasaan tanah dapat berkontribusi
menurunkan konflik pertanahan.

Teknologi Informasi yang dibangun, masyarakat sebagai pemohon dapat mengajukan SKPT
melalui petugas desa. Petugas desa akan menginput permohonan kemudian dikirim ke petugas
kecamatan untuk divalidasi. Setelah divalidasi oleh petugas kecamatan, diteruskan ke dinas sehingga
masuk ke database dinas. Data ini sebagai bahan monitoring untuk mengurangi konflik pertanahan.

Berdasarkan informasi dinas, selama ini yang melakukan pendataan SKPT dilakukan di tingkat
desa dan itu pun terjadi karena masyarakat ada kebutuhan misalnya akan melakukan jual beli tanah.
Sehingga di masing-masing desa, daftar SKPT yang terdaftar tidak seluruh tanah yang ada di desa.
Data ini tidak disampaikan ke kantor kecamatan, sehingga jika terjadi konflik pertanahan pihak dinas
kesulitan mengumpulkan data tanah yang sedang konflik. Lebih parahnya lagi, sering terjadi untuk
data SKPT untuk yang sedang konflik ini belum terdaftar di desa, sehingga jika sedang terjadi konflik
pihak dinas akan kesulitan dalam mengambil keputusan. Untuk mencegah konflik pertanahan maka
sistem ini dibuat dan dari awal pihak dinas dapat mengantisipasi konflik dengan memonitor data
SKPT yang ada di desa-desa.

3.3 Berkontribusi Menurunkan Konflik Pertanahan

Berdasarkan informasi dari DPPR bahwa Teknologi Informasi yang dibangun oleh DPPR
Kabupaten Kutai Kartanegara bersama pihak konsultan bertujuan untuk menurunkan konflik
pertanahan melalui penertiban administrasi pertanahan di desa-desa dan akan melibatkan petugas di
193 desa di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara. Teknologi Informasi ini sudah mulai
diperkenalkan dan disosialisasikan kepada petugas desa dan petugas di kecamatan ketika staf DPPR
mulai melakukan pengumpulan data SKPT. Pengadaan Teknologi Informasi ini merupakan kegiatan
lanjutan dari DPPR dan merupakan hal baru bagi petugas desa dan petugas kecamatan yang selama ini
masih dilakukan secara konvensional dan menunggu masyarakat yang mengajukan SKPT karena
berkepentingan. Menurut informan, untuk menyebarkan inovasi baru ini perlu dilakukan bimbingan
teknis yang akan dilakukan DPPR serta dukungan pihak konsultan yang mengadakan alat Teknologi
Informasi ini. Dengan harapan, bimbingan teknis yang dilakukan dapat memberi keterampilan bagi
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petugas desa dalam menggunakannya dalam waktu cepat. Karena dengan cepat dapat
mengimplementasi alat ini akan semakin cepat mengurangi konflik pertanahan. Sehingga di masa
yang akan datang petugas desa dan petugas kecamatan dalam kerja hariannya akan menggunakannya.
Hal ini dapat menjadi alat yang tepat untuk membantu mengatasi konflik pertanahan secara tidak
langsung, dengan menyiapkan data pengusaaan tanah yang baik. Informasi ini berdasarkan diskusi
dengan informan dari dinas yang sudah lama menangani konflik pertanahan. Penyebaran inovasi
melalui bimbingan teknis akan dijelaskan fungsi-fungsi dari inovasi baru ini dan menggantikan cara
konvensional. Kegiatan bimbingan teknis, dibutuhkan peran aktif dari petugas desa agar mampu
menggunakan alat ini, jika ingin bertanya lebih maka pihak DPPR memberikan layanan support
melalui email. Petugas desa yang sudah dapat mahir menggunakan alat teknologi informasi ini
sehingga dapat membantu mendata penguasaan tanah. Dalam acara rutin yang akan dilakukan DPPR
melalui kecamatan, petugas desa yang sudah mencoba-coba tapi belum sepenuhnya paham dapat
menghadiri acara di kecamatan tersebut. Kegiatan ini akan dilakukan oleh DPPR sampai petugas desa
mampu menggunakan untuk melakukan pendaftaran tanah masyarakat.

Kegiatan penertiban penguasaan tanah melalui bimbingan teknis yang dilakukan, menerapkan
elemen-elemen utama dari Teori Difusi Inovasi, termasuk tahapan dalam penerapan adopsi inovasi.
Tahap-tahap yang dilakukan untuk memberdayakan petugas desa tersebut, dengan komunikasi yang
efektif dapat berkontribusi dalam menurunkan konflik pertanahan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dengan terdatanya SKPT milik masyarakat dapat menghindari penguasaan tanah masyarakat oleh
perusahaan terutama untuk tanah yang berada atau bertampalan dengan HGU perkebunan perusahaan.
Strategi komunikasi dengan menerapkan difusi inovasi seperti diuraikan di atas, adanya peran
komunikator yaitu DPPR, pesan yang dirancang, media yang digunakan, target audiens dan efek
diadakannya kegiatan ini. Strategi komunikasi yang diterapkan, mulai dari perencanaan, implementasi
dan evaluasi, sampai tercapainya target dalam penertiban penguasaan tanah, dan ikut berkontribusi
dalam menurunkan konflik pertanahan. Keberhasilan penerapan difusi inovasi dapat dilihat dari
beberapa penelitian sebelumnya, kegiatan difusi inovasi dalam memanfaatkan teknologi digital untuk
kegiatan pelayanan administrasi pemerintah desa dalam melayani masyarakat dengan adanya
sosialisasi dan pendampingan [5], meningkatkan kinerja UMKM [6], meningkatkan kepercayaan
warga dan meningkatkan partisipasi warga pada proses pemilu [7], meningkatkan kinerja pada BUM
Desa [8], dan memperkuat peran pelayanan kesehatan [12].

3.4 Perencanaan Strategi Komunikasi

Perencanaan strategi komunikasi dimulai dengan menyiapkan team komunikator untuk kegiatan
bimbingan teknis, pesan yang akan disampaikan, media yang digunakan, audiens yaitu pengguna
teknologi informasi yaitu petugas desa, dan efek yang dihasilkan. Petugas desa yang dapat
menerapkan teknologi informasi ikut berkontribusi dalam menurunkan konflik pertanahan melalui
perannya melakukan pendataan penguasaan tanah termasuk SKPT. Pada tahap awal menurut informan
pihak konsultan Bapak Kus Kadarusman yang sudah terlibat sejak 2024, sudah dilakukan kajian
terhadap data-data konflik pertanahan pada tahun 2024 yang lalu. Hal ini untuk memprioritaskan desa
mana yang akan melakukan bimbingan teknis setelah alat Teknologi Informasi siap disebarkan dan
digunakan. Dipilih tiga kecamatan untuk awal, menurut informan hal ini dilakukan karena
keterbatasan Sumber daya yang ada. Pada tahap perencanaan juga dilakukan training for trainer agar
orang yang akan melakukan bimbingan teknis di desa-desa dapat menyampaikan informasi dengan
seutuhnya tentang manfaat dari Teknologi Informasi yang akan digunakan oleh petugas desa.
Komunikator harus mampu menjelaskan nantinya, manfaat alat Teknologi Informasi dan paham cara
mengoperasikannya, masukan dari pihak konsultan kepada DPPR.

Pesan yang disiapkan nantinya harus dapat menyediakan segala tentang informasi dari Teknologi
Informasi yang selesai dibuat dan mendorong petugas desa berusaha memahaminya dan terampil
menggunakannya supaya dapat melakukan kerja rutin melakukan pendaftaran tanah masyarakat.
Pesan dapat disampaikan melalui bimbingan teknis berupa panduan penggunaan dan penjelasannya
oleh komunikator dan adanya layanan support untuk bertanya setiap saat melalui email dinas.

Difusi inovasi merencakan penggunaan media baik itu bimbingan teknis yang dilakukan di kantor
kecamatan atau melalui layanan support online yang akan disediakan oleh Dinas dengan target petugas
desa mahir dalam menggunakan alat Teknologi Informasi ini. Menentukan target pencapaian, dalam
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tahap pertama kegiatan untuk tiga kecamatan terlebih dahulu, yaitu kecamatan yang paling banyak
terjadi konflik pertanahan yang telah ditentukan oleh Dinas dan ditargetkan petugas desa setelah
mengikuti bimbingan teknis, selambat-lambatnya tiga bulan sudah bisa memanfaatkan alat Teknologi
Informasi untuk mendaftarkan tanah masyarakat. Setelah tiga bulan, petugas desa sudah mulai
melakukan pendaftaran tanah masyarakat. Sehingga data tanah masyarakat dalam SKPT sudah masuk
ke database dinas buat bahan monitoring pencapaian pengumpulan SKPT. Efek kegiatan ini, petugas
desa terbiasa menggunakannya dan harus dapat melakukan pendaftaran tanah masyarakat dalam
bentuk SKPT akan selesai dalam satu atau dua tahun mendatang menurut informan

Persiapan dalam tahap perencanaan yang melibatkan komunikator, merancang pesan, memilih
media yang akan dipakai, kesiapan petugas desa sebagai audiens dan efek berupa target pencapaian
penurunan konflik pertanahan, selanjutnya pihak DPPR menjalankan strategi tahap implementasi.
Tahap ini setelah semua produk Teknologi Informasi rampung dibangun.
Perencanaan strategi menjadi acuan untuk tahap implementasi strategi untuk mencapai target
penurunan konflik pertanahan, dan telah menyiapkan prosedur dan jadwal untuk dilaksanakan yang
ditargetkan dalam 2 tahun kedepan sesuai anggaran yang ada. Dalam perencanaan mempertimbagkan
hal-hal baru atau mencoba mengakomodasi beberapa elemen yang sebelumnya tidak populer, sesuai
pada penelitian [18]. Dalam perencanaan juga perlu dipertimbangkan memahami petugas desa yang
akan diberi bimbingan teknik dan tujuannya tercapai, sesuai penelitian [19]. Strategi komunikasi
persuasif perlu ditambahkan untuk mengajak petugas desa serius memahami apa yang akan
disampaikan pada bimbingan teknik nanti, sesuai pada penelitian [20]. Pengalaman pada kegiatan
sejenis ini akan menemukan kondisi petugas desa yang bersifat pasif dan cuek terhadap inovasi [2].
Idealnya perencanaan strategi dapat mengikuti konsep perencanaan komunikasi efektif yaitu melalui
tahapan identifikasi target audiens, menetapkan tujuan komunikasi, mendesain proses komunikasi.

3.5 Implementasi Strategi Komunikasi

Tahap implementasi dalam strategi komunikasi yang dilakukan vyaitu setelah memberi
pembekalan training for trainer, selain bertugas menyampaikan informasi juga mampu berkomunikasi
dengan petugas desa yang notabene masih ketinggalan dalam hal teknologi. Dari informan
menyebutkan untuk yang akan bertugas adalah staf dari DPPR yang didampingi pihak konsultan.
Peran DPPR terutama untuk menjalankan komunikasi untuk mendorong petugas desa, sedangkan
pihak konsultan bertanggungjawab dalam transfer knowledge, menjadi pemberi dukungan teknis
selama di lapangan yaitu di kantor kecamatan. Pesan yang disiapkan terdiri pesan yang sifatnya
komunikasi kerja antara DPPR dengan perangkat desa untuk mengajak warga ikut terlibat, sedangkan
pesan yang disiapkan pihak konsultan adalah bagaimana agar materi penggunaan teknologi informasi
dapat dicerna Dan dipahami petugas desa. Menurut informasi pihak DPPR untuk pendampingan teknis
ini akan dilakukan selama 3 Hari.

Media penyampaian pesan oleh petugas DPPR adalah dialog langsung dengan petugas desa dan
tokoh masyarakat. Sedangkan media penyampaian pesan informasi yaitu penggunaan teknologi
informasi melalui bimbingan teknis dimulai dari penjelasan konsep, cara mengoperasikan, hubungan
dengan tanggungjawab dalam struktur organisasi pemerintah desa dan praktek di lapangan.
Penggunaan media juga dapat menggunakan konsep komunikasi pemasaran tersebut di design dengan
mengikuti trend media sosial, seperti yang dilakukan penelitian [21].

Target kegiatan ini adalah petugas desa mampu menggunakan teknologi informasi untuk
melayani masyarakat mendaftarkan SKPT yang merupakan bagian dari penguasan tanah. Sedang
pihak dinas menargetkan lewat tokoh masyarakat dapat menyampaikan kepada masyarakat. Efeknya,
petugas desa dapat melakukan pendaftaran tanah masyarakat, minimal dalam bentuk SKPT. Tahap
implementasi, seperti pada penyampaian pesan dengan budaya lokal dapat meningkatkan efektivitas
penerimaan pesan, pengaruh keterbatasan komunikator akan berdampak terhadap penerimaan pesan
oleh audiens [22]. Implementasi strategi komunikasi dengan memahami regulasi yang ada sekaligus
mendeskripsikan penggunaan strategi komunikasi pemerintah untuk berkolaborasi dengan berbagai
pihak dalam pengembangan pariwisata di wilayah lokal [23].

3.6 Evaluasi Strategi Komunikasi

Pada tahapan evaluasi strategi komunikasi, dilihat apakah hasil proses difusi inovasi sudah sesuai
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dan seiring dalam mencapai tujuan dari pemanfaatan Teknologi Informasi untuk menurunkan konflik.
Evaluasi strategi dilakukan terhadap aspek komunikator, pesan, media yang digunakan, audiens dan
efek yang terjadi. Evaluasi strategi harus dilakukan terhadap semua komponen strategi komunikasi.
Dari laporan kegiatan komunikator dapat dilihat apakah komunikator telah menjalankan tugas seperti
yang ada pada perencanaan. Seorang komunitor harus mampu berkomunikasi dengan efektif dalam
menggerakan petugas desa untuk menggunakan inovasi baru, dan komunikator menyampaikan
informasi tentang Teknologi Informasi yang akan digunakan petugas desa untuk melakukan
pendaftaran tanah masyarakat. Tahap evaluasi pesan yang mampu mempengaruhi audiens agar
petugas desa memanfaat teknologi informasi. Komunikasi yang berhasil mengenai pesan, dapat dilihat
dari masukan dari petugas desa atau kecamatan terkait kegiatan bimbingan teknis dan selanjutnya
mampu melakukan pendataan penguasaan tanah. Berdasarkan sumber, strategi penyampaian pesan
memiliki berbagai hambatan dalam interaksi digital dan manusianya [24].

Pelaksanaan bimbingan teknis yang telah dilakukan di kantor kecamatan, apakah strategi
penggunaan media pemberian pesan berjalan dengan baik. Pihak dinas menerima masukan selama
bimtek seperti pelaksanaan bimbingan teknis dilakukan di kantor desa, tetapi pihak dinas memberi
penjelasan tentang anggaran yang ada. Selain kegiatan bimbingan teknis, pihak dinas juga
menyelenggaran layanan support melalui email dan sedang direncanakan melalui layanan WAG. Bagi
pihak dinas yang terpenting informasi dan cara menggunakan Teknologi Informasi dapat dilaksanakan
oleh petugas desa. Penelitian sejenis tentang media, menyebutkan evaluasi dilakukan terhadap
tantangan dalam penyampaian pesan adalah pemidahan tugas ke komunikator yang akan ke lapangan
dan perbedaan pemahaman [25]. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh Kementerian Desa-PDTT
terhadap Program Inovasi Desa, melakukan komunikasi langsung memilih dengan pemilihan media,
komunikasi tidak langsung fokus pada strategi komunikasi bersifat struktural [26].

Audiens yaitu petugas desa setelah mendapatkan informasi dan bimbingan teknis dapat memberi
kesan kesan telah mahir atau mahir menggunakan Teknologi Informasi, hal ini menjadi masukan bagi
dinas untuk penganggaran dan kegiatan lanjutan. Menurut informan, yang terpenting petugas desa
dapat mengadopsi Teknologi Informasi akan dilakukan sesuai kemampuan pihak dinas. Yang
terpenting target menurunkan konflik pertanahan akan tercapai. Evaluasi dilakukan setelah sosialisasi,
audiens tidak menggunakan Teknologi Informasi pemerintah Salatiga [27]. Evaluasi strategi yang
dilakukan BKKBN tidak mampu mencapai tujuannya jika tidak melibatkan target sasaran [28].
Evaluasi dilakukan terhadap pengukuran respin audiens, pemahaman pembagain kerja komunikator
yang kurang jelas, akibatkan terjadi ketidak sesuaian jadwal, media tidak sesuai perencanaan yang
diterapkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo [29]. Evaluasi strategi terhadap
efek kegiatan ini dapat dilakukan oleh pihak dinas melalui alat Teknologi Informasi dalam fungsi
monitoring. Pihak dinas dapat mengambil keputusan dari alat Teknologi Informasi yang sudah
dibangun terkait masukan jumlah SKPT yang masuk, laporan pengaduan konflik pertanahan, dan hal
ini menjadi bahan evaluasi terhadap strategi yang sedang dijalankan. Terhadap evaluasi strategi yang
dilakukan DPPR Kabupaten Kutai Kartanegara, cara melakukan evaluasi strategi yang efektif buat
pertimbangan pihak dinas, dilakukan dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi dilakukan secara
bertahap [30]. Evaluasi dilakukan ketiga pada tahap implementasi terjadi hal-hal yang menghambat
pelaksanaan bimbingan teknis, sesuai strategi yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta [31].

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, bahwa strategi komunikasi dengan pemanfaatan Teknologi Informasi
dapat berkontribusi menurunkan konflik pertanahan melalui penertiban data penguasaan tanah di
Kabupaten Kutai Kartanegara. Penerapan Teori Difusi Inovasi membantu DPPR Kabupaten Kutai
Kartanegara dalam mendorong petugas desa untuk membantu pendaftaran tanah masyarakat dengan
menggunakan Teknologi Informasi yang merupakan inovasi baru yang diadakan DPPR Kabupaten
Kutai Kartanegara.

Strategi komunikasi yang dimulai dari perencanaan strategi telah disiapkan pihak DPPR
Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencapai sasaran, implementasi strategi dilakukan pihak dinas
sesuai rencana dan temuan di lapangan, serta evaluasi strategi dilakukan untuk mengkoreksi hasil
implementasi sehingga tetap berjalan dalam mencapai sasaran dengan bertambahnya hasil pendaftaran
tanah dan berefek terhadap menurunnya konflik pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara.
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Kesimpulan terhadap hasil penelitian adalah: 1). strategi komunikasi dapat berjalan dengan baik
antara dinas dengan pihak kecamatan saja dan pihak kecamatan antusias menjalankan di setiap desa
atas komunikasi pihak dinas. Informasi hak tanah tersebut berhasil dikumpulkan dan peran teknologi
informasi memudahkan mengkomunikasi sampai desa. 2). Pihak dinas berantusias terhadap hasil
teknologi informasi yang akan dikomunikasi sampai ke desa bersama pihak kecamatan. 3). Pihak
dinas menjadi lebih paham terhadap fungsi teknologi informasi untuk menertibkan pertanahan yang
akan berkontribusi dalam menurunkan konflik pertanahan.

Hasil penelitian ini dapat direkomendasikan kepada kabupaten lain yang terdapat investasi
perkebunan sawit atau sejenis, perlunya strategi komunikasi dengan menerapkan difusi inovasi untuk
menurunkan bahkan menghindari konflik pertanahan masyarakat dengan perusahaan yang diakibatkan
oleh tumpang tindih tanah masyarakat dengan HGU Perkebunan.

Penelitian ini hanya fokus menerapkan teori Difusi Inovasi terhadap pemanfaatan Teknologi
Informasi yang ada di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Penelitian lanjutan dapat dilakukan
dengan menerapkan teori komunikai yang terkait dalam rangka menurunkan konflik pertanahan, juga
dapat melibatkan peran Teknologi Informasi dari dinas lainnya, seperti Dinas Kehutanan dan
Pertanian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas
Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum atau dinas lain yang terkait dengan pertanahan yang ada di
Kabupaten Kutai Kartanegara.
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